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ABSTRACT 

Indonesia is an archipelagic country that has various problems in managing marine 

resources such as illegal fishing. Article 73 of UNCLOS 1982 explains that the coastal 

state in exercising its sovereign rights can board ships, inspect, arrest and process 

courts, as necessary to ensure compliance with the laws and regulations established in 

accordance with the provisions of the convention. However, there are still rampant 

violations that occur, for example the case of KM Kway Fey 10078 which is carrying 

out Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU) practices in the territory of the 

Indonesian state. brought by the Indonesian government as evidence in court, therefore 

the Chinese government of China has intervened against the existing law. Problem 

Formulation: (1) How does 1982 UNCLOS regulate law enforcement or law 

enforcement against law violations that occur in the marine territory of a country? (2) 

How is the juridical study regarding the capture of Chinese fishing vessels that commit 

fisheries crimes in the WPP RI in 2016? The research method used is a normative 

research method. The data sources used are secondary and primary data sources. After 

the data was obtained, the writer analyzed the data qualitatively. The conclusion of this 

study is that the coastal State as a sovereign state over its territory can enforce the law 

on violators of the State according to the applicable rules, to ensure compliance with 

the laws and regulations stipulated in accordance with the 1982 UNCLOS Convention. 
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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai permasalahan di 

pengelolaan sumber daya kelautan seperti illegal fishing. Di dalam Pasal 73 UNCLOS 

1982 menjelaskan negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya dapat menaiki 

kapal, memeriksa, menangkap dan memproses pengadilan, sebagaimana diperlukan 

untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang–undangan yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan konvensi. Namun masih marak terjadinya pelanggaran yang terjadi, 

seperti contoh kasus KM Kway Fey 10078 yang sedang melakukan praktik Illegal, 

Unreported, Unregulated Fishing (IUU) di wilayah negara Indonesia, sesaat setelah 

tertangkap tiba – tiba saja kapal Cina Tiongkok menabrak kapal KM Kway Fey yang 

akan dibawa pemerintah Indonesia sebagai barang bukti di Pengadilan, maka dari ini 

pemerintah Cina tiongkok telah melakukan Intervensi terhadap hukum yang sudah 

berlaku. Rumusan Masalah : (1) Bagaimanakah UNCLOS 1982 mengatur tentang 

penegakan hukum atau penegakan perundang – undangan terhadap pelanggaran hukum 

yang terjadi di wilayah laut suatu negara? (2) Bagaimanakah kajian yuridis tentang 

tertangkapnya kapal ikan Cina yang melakukan tindak pidana perikanan di WPP RI 

Tahun 2016? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan primer. Setelah data 

diperoleh penulis menganalisa data secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah Negara pantai sebagai negara yang berdaulat atas wilayahnya dapat melakukan 

penegakan hukum kepada Negara pelanggar sesuai aturan yang berlaku, untuk 

menjamin ditaatinya peraturan perundang – undangan yang ditetapkan sesuai ketentuan 

Konvensi UNCLOS 1982. 

Kata Kunci :  IUU Fishing, UNCLOS 1982, Penegakan Hukum Negara Pantai  
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